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Menimbang

PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR % TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA KOMPENSASI PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA MEDAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada wajib pajak daerah serta memberikan
kepastian hukum atas perhitungan dan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi
dan bangunan, maka dipandang perlu mengatur
ketentuan tata cara kompensasi pembayaran
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan;

bahwa ketentuan kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam hurul a merupakan tindasan
dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

bahwa ketentuan kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b
dilaksanakan pada tahun berikutnya
berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara
Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Kompensasi Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2012;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota
Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);




10.

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Nomor 2038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 19¥3 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan
Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar,
Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Dairi dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan
Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [ Medan
dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (delapan belas)
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat T Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/
2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan (Lembaran  Daerah Kota  Medan
Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan
(Lembaran Daecrah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kera
Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah
Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kota
Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas
Pendapatan Kota Medan (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2010 Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
KOMPENSASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2012.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kota Medan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.

4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi scbesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

7. Kompensasi Utang Pajak Daerah adalah pembayaran utang pajak
daerah vang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak
daerah yang telah disetor ke rekening kas daerah melalui
penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
yang terutang pada wajib pajak daerah.




BAB II
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

Kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan tahun 2012 yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah
adalah dengan berlakunya ketentuan perubahan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KOMPENSASI PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

(1) Kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan tahun 2012 tercantum dalam Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013.

(2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pembayarannya dikompensasikan ke utang pajak daerah
pada pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan tahun berikutnya.

(3) Apabila ternyata masih terdapat kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, pembayarannya
dikompensasikan kembali ke utang pajak daerah pada
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
tahun berikutnya.

BAB 1V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2012

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan tahun 2012 yang jatuh temponya paling lambat
tanggal 31 Agustus 2012, selanjutnya diundur paling lambat
tanggal 31 Oktober 2012,

(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukan bagi wajib pajak daerah yang belum melunasi
pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
tahun 2012.




(3) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dilakukan pembayarannya pada loket-loket
yang telah ditentukan oleh Dinas dan/atau melalui lembaga
keuangan yang dihunjuk oleh pemerintah daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku
kompensasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan tahun 2012,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September
2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Agustus 2012.-

WALIKOTA MEDAN,
ttd

RAHUDMAN HARAHAP
Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Agustus 2012.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

/i

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 32.-




